BAB V
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Aturan-aturan mengenai perubahan status tanah terdapat dalam
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nomor 16 tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi
Hak Pakai. Aturan lain yang berkaitan dengan perubahan status
tanah terdapat juga dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian
Hak Atas Tanah Negara. Sedangkan aturan yang berkaitan dengan
pendaftaran perubahan status tanah Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT.

2. Dampak dari perubahan status tanah yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vyaitu sebagai alat bukti yang
mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Pasal 37 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT merupakan

aturan-aturan yang menegaskan bahwa status tanah dapat
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berubah hanya apabila jual beli dilakukan dihadapan PPAT dengan
dibuatnya AJB sehingga perjanjian pengikatan jual beli tidak bisa

dijadikan dasar untuk merubah status tanabh.



